BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 68 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Menimbang

Mengingat

a.

KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 142 ayat
(1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka  Panjang  Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, maka Perangkat Daerah wajib
menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai
pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja
dan Anggaran Perangkat Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Pasuruan Tahun 2022;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



10.

11

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Republik
Indonesia Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Nomor 183
Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 244 Tahun
2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia  Nomor 5657);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor :
114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor : 187 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 6041);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);









Pasal 4

(1) Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022 disusun
dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :
BAB1 : PENDAHULUAN;
BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU;
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH;
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH;
BAB V : PENUTUP.
(2) Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun

RKA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 2 Agustus 2021
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan

pada tanggal 2 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

ANANG SAIFUL WIJAYA
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 NOMOR 68






KATA PENGANTAR

Rencana Kerja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk pernode satu (1)
tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang
dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan
mendorong partisipasi masyarakat.

Program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Renja DPMD Kabupaten
Pasuruan Tahun 2022 terkait dengan kewenangan dalam rangka pencapaian arah
pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2018 - 2023 dan Renstra DPMD
kabupaten Pasuruan.

Tersusunnya Rencana Kerja DPMD Tahun 2022 sebagai dokumen rencana
kerja, juga diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dalam penyusunan rencana
kegiatan tahunan sehingga terdapat arah yang jelas darn program / kegiatan DPMD
sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam bidang urusan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Semoga Renja Tahun ini dapat memberikan manfaat dan juga capaian kinerja
yang lebih baik, demikian pula saran dan kritik membangun demi peningkatan kualitas
DPMD Kabupaten Pasuruan

Pasuruan, 2021

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA KABUPATEN PASURUAN

ttd.
NURUL HUDA, S.Sos, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19700302 199003 1 002







LAMPIRAN XVI : PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 68 TAHUN 2021

TANGGAL : 2 AGUSTUS 2021

RENCANA KERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
(DPMD) adalah dokumen perencanaan Dinas PMD yang memuat
kebijakan program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan
langsung oleh pemerintahan daerah maupun yg ditempuh dengan
mendorong partisipasi masyarakat untuk periode satu (1) tahun. Renja
DPMD berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang
merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Kualitas penyusunan Renja Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik.

Proses penyusunan Renja Organisasi Perangkat Daerah dimulai
dengan persiapan penyusunan Renja Organisasi Perangkat Daerah
dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalis
gambaran pelayanan Organisasi Perangkat Daerah untuk menentukan
isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat
Daerah sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan
berdasarkan review hasil evaluasi renja Organisasi Perangkat Daerah
tahun lalu berdasarkan Renstra Organisasi Perangkat Daerah yang
didasarkan pada penalaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya
menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada
penelaahan usulan kegiatan dari bawah / Desa.

Dalam penyusunan rancangan Renja Organisasi Perangkat Daerah
berpedoman pada Renstra Organisasi Perangkat Daerah dan mengacu
pada rancangan awal RKP. Dalam rumusan program/kegiatan di dalam
renja OPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan
wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas
penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing OPD.

Struktur Organisasi Pemerintahan Daerah yang baru maka Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan
menyesuaikan menurut Undang — undang Nomor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat daerah maka Renja Tahun 2022 mengacu pada
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BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam
mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan
pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah
dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan
perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, Community Base
Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku
(Stakeholders) dalam menciptakan Good Governance sesuai dengan tuntutan
paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan
kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (rickle down effect)
sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Pasuruan, selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan Tahun 2022 berfungsi
pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Pasuruan dengan seluruh jajaran Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Kabupaten Pasuruan.

Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam
pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh
para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Pasuruan sehingga akan memperoleh peningkatan
kinerja kearah yang lebih baik.

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF
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